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LKPP. Pengadaan Barang/Jasa Dalam
Penanganan Keadaan Darurat.

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJUAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 91 ayat
(1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
mengamanatkan pengadaan barang/jasa dalam
penanganan keadaan darurat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan

Keadaan Darurat;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang

prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai
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dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan
Darurat adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam
masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak
yang berwenang.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan wusaha
dalam berbagai bidang ekonomi.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan kontrak.

Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang
ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan
darurat.

Swakelola dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat
yang selanjutnya disebut Swakelola adalah Pengadaan
Barang/Jasa untuk penanganan darurat yang
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah dan/atau melibatkan Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah lain, peran serta/partisipasi lembaga
nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan,

masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 2
Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi
Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah dalam
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam
Penanganan Keadaan Darurat.
Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
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Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi:

kriteria keadaan darurat;

tata cara Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan

Keadaan Darurat; dan

pengawasan dan pelayanan hukum.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

dilakukan dengan cara:

a. swakelola; dan/atau

b. penyedia.
BAB II
KRITERIA KEADAAN DARURAT
Pasal 5
(1) Untuk mempercepat penanganan keadaan darurat perlu

(2)

pengaturan khusus dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1)

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.

keadaan yang disebabkan oleh bencana yang
meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau
bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan
Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

keadaan selain yang disebabkan oleh bencana
setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat oleh
menteri/kepala lembaga/kepala perangkat daerah
yang terkait; atau

keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b

meliputi:

1) pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

2) kerusakan sarana/prasarana yang dapat

mengganggu kegiatan pelayanan publik;
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3) bencana alam, bencana non-alam, bencana
sosial, perkembangan situasi politik dan
keamanan di luar negeri, dan/atau
pemberlakuan kebijakan pemerintah asing
yang memiliki dampak langsung terhadap
keselamatan dan ketertiban warga negara
Indonesia di luar negeri; dan/atau

4) pemberian bantuan kemanusiaan kepada

negara lain yang terkena bencana.

BAB III
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6
Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan
keadaan darurat meliputi:
a. perencanaan pengadaan;
b. pelaksanaan pengadaan; dan
c. penyelesaian pembayaran.
Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia
dengan tahapan sebagai berikut:
a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ);
b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
c. serah terima lapangan;
penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat
Perintah Pengiriman (SPP);
e. pelaksanaan pekerjaan;
f. perhitungan hasil pekerjaan; dan

g. serah terima hasil pekerjaan.
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